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Abstrak
Masyarakat memainkan peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum di laut.
Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi tentang dugaan
kejahatan di laut kepada Lantamal VI dan Polairut Makassar yang merupakan instansi
terkait penegakan hukum di laut. Akan tetapi, dalam melaksanakan peran serta
masyarakat tersebut, faktor ekonomi menjadi faktor penghambat utama yang dihadapi
masyarakat dalam mewujudkan peran serta dimaksud. Alasan himpitan ekonomi menjadi
argumentasi utama untuk melegitimasi kejahatan yang mereka lakukan dan/atau untuk
menyembunyikan informasi tentang dugaan dimaksud kepada Lantamal VI dan Polairut
Makassar.
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Abstract
Maritime society plays a very important role in law enforcement in the sea. Public
participation is contributed by the society to provide appropriate information to Lantamal
VI and Polairut Makassar about the alleged crimes at sea. However, in terms of
implementing the public participation, economic factors become the main obstacle faced
in realizing the role of the community in question. The reason of an economic trouble
becomes the main argument of the society to justify their crimes and / or to conceal
information about the allegations referred to Lantamal Polairut VI and Makassar.
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